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PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/ 7 | 5K / DPMDPP&KB-PS/ 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM JURI LOMBA POSYANDU TERINTEGRASI PADA KEGIATAN FASILITASI TIM
PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PENMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PESSIR SELATAN TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BEERENCANA KABUPATEN PESISIK SELATAN,

Menimbang a bahwa untuk memperlancar kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK
dalam  Penyelenggaraan  Gerakan  Peniberdayaan Masyarakat dan
Kesejanhteras Keluarga Kabupaten Pesisii Selatan Tahun 2023 maka
perlu ditetapkan  Tim Juri Lomba Posyandu Terintegrasi pada
Kegiatan tasltasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pembe dayasn Masyarakat Dan Kesejatieraan Keluarga Kabupaten
Pesisii Selatan Tahun 2023

b bahwa untuk mendukung keberhasilan poin a diatas perlu ditetapkan

dengai Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Uesa tengendahan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Fesisii Helatan selaku Pengguna Anggaran;
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KEDUA - Tim Jun Lomta Posyandu Terintegrasi pada Kegiatan Fasilitasi Tm
Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
mempunyal tugas dan tanggung jawab sebaqai berikut -

1 Melakukan penilaian terhadap perlombaan Posyandu Teri
Kegiatan Fasiitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar:
Femberiavasn Masyarakat Dan Kesejahtoraan  Keluarg:
Pesisir Selatan Tahun 2023, L

2 Nenetapkan peringkat penilaian terl adap
terintegrasi Kegiatan Fasilitasi T Peng
Penyelengyaran Gerakan Pemberdayaan [1asyarakat
Keluargs Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023,

3. Membuat laporan penilaian Lomba Posyandu 1
Kegiatan Fasiitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyele
Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Ke
Pesisir Selatan Tahun 2023
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KETIGA © Segala biaya yang ditimbulkan akibat dik=luarkan y
dibebankan pada Anggaran Fendapatan dan Belanja D

Pesisir  Selatan  Dinas Pemberdayaan Mas

Pengendalian Fenduduk dan Keluarga Berencan

Selatan Tahun Anggaran 2023 Kegiatan f asilitas

dalam  Penyelenggaraan  Gerakan — Pemberdayaar
Kesejahteraan Keluarga. ‘
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